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* Congangguran, Desentralsas, dan  Kebiokn Publik

Oleh : Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si

ersnoalan pengangguran

baik di megara maju

maupuwn negara
berkembang saat Inl sangatg
komplek. Permasaldahan
ketenagakerjaan yang terjadi s5aat
il juga sangat banyak, seperti
murahnya upah tenaga kena,
bertambahnya pengangguran
terdidik, hadirnya tenaga kerja
ilegal, sampal munculnya ego
sosial mayarakal akan  stafus
sosial pekerjaan. Begitu juga di
tingkat lokal, masional, maupun
internasicnal, Belum lagi masalah
ketenagakerjaan yang
disebabkan oleh sempitnya
peluang kerja, tingginya anmgka
penganguran, rendahnya
kemampuan sumber daya manusia
renagn kerfa, dan akunmtabilicas
pemerintah yang belum juga muncul.

Dl Indonesia, sejak era
kemerdekaan sampai dengan saat ini
kondlsi tenaga kerja sangat
memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat
dari adanya fenomena boaming pencari
kerja setiap tahunnya. Kondisl inl
disebabkan oleh adanya kebijakan

-publik pemerintah yang hanya terfokus
pada mengejar angka pertumbuabhan
pembangunan ketimbang pemerataan
pembangunan dan peningkatan
kapasitzs pemanfaztan sumber daya
alam. akibatnya kesempatan kerja tidak
terbuka hagl masyarkat. Mekanisme
hubungan industrial yang selama: inl
lebih berpihak pada pengusaha
ketimbang tempaga kerfa fturut
memparburuk kandisi

Wajar saja, Jilka dilihat darl sisi
advokasi kebijakan publik banyak
muncyl demonstrasi kelompok buruh
yang kemudian menjadi gerakan buruh
unmtuk meraih hak-haknya sebagal
pekerjz. Bagi buruh melakukan unjuk

rasa  atay pemogokan massal menjadi
pilihan yang sering dilakukan umiuk
menarlk perhatian  pemerintab  agar
melahirkan kebiiakan publik yang pro
tenaga ker|a.

Potret realitas di atas tentunya

tidak
desentralisasi
terjadi di Indonesia saat ini.
ketenenagakerjnan sant ini merupakan
urusan wajib pemerintah daerah.
Sayangnya, di tingkat central
goavernment, persoalan utama
ketenagakerjaan justru terkait
lemahnya akuntabilitas palitik (political
will] pemerintah untuk memumuskan
peraturan perundang-undangan yang
sesuzi dan seimbamg dalam
mengakemodir kepetingan renaga
kerja dan pencarl kera.
Lihat saja esensi
Undanmg MNomor 13
2003 tentang ketenagakerjaan vang
dibuat sebagai
Undang-Undang MNomor 25 Tahun
1997, masih balum memenuhi kak-hak
normatif- masyarakat pekerja bahkan
lebih - menguntungkan pelaku bisnis

sejalan dengan
pemerintaham  yang
Urusan

semangat

Undang-
Tahun

perubahan atas

dan industri.

Heaulasi ini menuai konflik
vang cukup mendalam di kalangan
masyarakat pekerja. DI beberapa
bagian dan amanat regulasi belum
menggambarkan keberpihakan
kepada pekerja untuk
memperoleh hak-hak
narmartifiya, recapl lebih berplhak
kepada kepentingan pelaku hisnis
dan industri. Hal icu dapat dillhat
pada ketenluan upab minimum,
pesangaom, hak cuti, penggunaan
temaga kontrak dan pemborongan
pada pihak perusahaan lain
{outsarchingd, dan hak mogok
kerja yang masih melemahkan
posisi tenaca kerla

Beberapa pokok persoalan
ketenagakerjaan Indonesia  berkaitan
dengan pelaksanaan “policy executing”
(akuntabilitas administrasi) Juga masih
menyangkut. Secara gans besar dapat
dilihat pada beberapa perscalan dasar,
sepertl tingginya jumiah populasi
pendudulk yang tidak sejalan dengan
Jumlah pengangguran dan angkatan
kerjz setiap rahunnya, Temtwnya,
kondisi Iml merupakan cermin dan
potret  ketidakmampuan  pemerintah
dalam mencptakan program-program
ketenagakerjaan yang berbasis
kerakyatan dalam mengatasi tingkat
pengangguran yana semakin hari
semkin sulit diturunkan.

Selain hal di atas,
perscalan ketenmagakerjaan juga
menyanghkul pelaksanaan kerjasama
antartingkatan pemerintahan, Masalah
Ini terkaltr dengan lemahnya
partangaungjawaban administrasi
pelayanan. Sulitnya arus masuk modal
asing  lebih - disebabkan oleh  iklim
birokrasi dan berbagai regulasi yang
kurang kendusif  bagl Investor uAtuk
menanamkan sahamnya. Kondisi ini

substansi



aklbar
daerah  vang
balum
mengedepankan sinkranisasi kebijakan

Tecara
pelaksanaan  otonomi
dalam banyak hal

khusus

dan melakikan dpaya reformasi
birokrasl daerah,

Kompleknya persocalan
ketenagakerjaan di atas berdampak
kepada pengelolaan urusan
ketenagakerjaan di tingkat
pemerintahan lokal. DI tingkat dasrah,
persoalan akuntahilizas politik bidang
ketenagakerjaan meényangkut
persodlan sentralisasi kebijakan
k!tenagakerjaan, Aktor pemerintah
dasrah (Pemda dan DPRD) saat inl
Belum mampu memunculkan inisiagif
kebijakan vang berkarakteristil lokal
dalam perencanaan pembangunan
ketenagakerjaan, Hal Inl dapat
dibuktikan dengan masih banyaknya
daerah yang =ampal saat im belum
memiliki “political will” dalam
merumuskan Peraturan Daerah (Perda)
khusus keremagakerjaan yang
berbasiskan “locality”. Kebijakan
ketenagakerjaan vang diterapkan
selama inl masih mengacu kepada
Undang-Undang Namor 13 Tahun
2003 rentang  ketenagakerjaan yang
faktanya tidak disukal para pekerja.
Korndisiini menjelaskan bahwa "transfer
of authority” yang diterima aleh
permerintah daerah dalam rangka
desentralisasi pemenntahan bidang
ketenagakerjaan belum dimanfaatkan
secara maksimal,

Lemahnya Inisiatif kebijakan
pemerintah daerah dalam menentukan
dan merumuskan kebljakan
ketenagakerjaan menyobabkan
persaalan  ketenagakariaan semakin
sullt untuk diatasi, sehingga
menyebablkan blrokras| lamban dalam
memenuhi harapan masyarakas
pekerja.  Secara prinsip, fenomena-
fenomena di-atas juga disebabkan oleh
adanya ketldaksesualan antara kualiias
dan  kualifikasi lulusan  pendidikan
terhadap permintaan pasar kerja.
Kondizi i akhirmya menyebabkan
permintaan tenaga kesja terdidik sulit
menyesualkan dengan kebutuhan
pelaky  bisnis (sektor swasta) dan

bermplikasl pada ketimpangan upah
dan tidak terpenuhinys parmintaan
pasar akibat kelangkaan fenaga kerja.
Zeqitu juga dendgan belum sejalannya
beberapa kebijakan kurikulum yang
digunikan perguruan tinggl terhadap
peErmintaan pasar tenaga kerja.
Tidaklah mengherankan apabila angka
pengangguran terdidik relatif tinggi
terjad| di daerah perkotaan {urban
area),

Realltas  di atas setidaknya
menggambarkan bahwa paran
pemerinizh daerah dalam  membuar
terobosan kebilakan publik yang
menyangkut upaya pengentasan
masalah ketenagakerjaan di tingkat
iokal dengan beronentas pida strategi
penyerapan temaga kerja belum
dirasakan berjalan secara optimal,
Sebuah solusi terhadap peraoalan ind
fentunya bisa diawall dengan
membangun kemitraan strategis antara
pemerintah daerah (DPRD dan Pemda),
private sector (perusahaan),
masyarakat dan elémen Internasional
pada setiap level pemzringahan,
sehinaga menjadl kekuaran yanyg besar
dalam mendukung dan mewujudkan
optimalisasi penyelangoaraan fungsi
pemerintah- daerah di hidang
kztenagakerjaan. Hal ini wajib
dilakukan mengingat penyvelenggaraan
urusan ketenagakeriaan yang ada saat
Ini masih beroriantas! pada reguiasi,
tidak [novatll dan masih berorientasi
pada kekuassan yang diwujudkan
dalam hegemonl negara yang sangat
kuat sehingga cepat atau lambat akan
menyebabkan resistensi masyarakat,

‘domikian kompleks di
atas, relasi yang kuat
dan seimbang antara
tenags kerja, pencari
kerja, swasts, dan
negara sudah
seharusnya setara dalam

oo B

Banyak faktor yang mempengaruhi
munculaya masalab ketenzgakerfaan,
sEperti ekonomi, poiitilk, bahkan
intervensi idealogl kapitalisme dunia
saar ini. Qleh karena itw, penyelesaian
frasalah sangat membutuhkan
kebifakan publik yang netral, seimbang,
dan fokus pada substans! pérsoalan
ketenagakerjaan saat ini.  Dalam
kendisi seperti ini, perubahan sistemik
menjadi alternatif terbafk. Terlebih,
selama Iml sentralisasi regulasi
pengelolaian urusan ketenagakerjaazan
masih didominasi oleh besarmya peran
pemerintah pusal dibanding institusi
daerah (Pemda, DFRD, swasta, dan

iridayarakat),
Padahal, perubahan kebljakan
desentralisasi seharusnya  membawa

arah  pembangunan bersama  bagi
setiap aktor governance baik pada level
pemerintah  kota/kabupaten ({local
lavel),  pemerintah  provinsi {regional
levell, papmernniah pusat (natonal leval),
bahkan pada lembaga |nternastonal
tinternational levelh dalam mewujudkan
kemanditian dan demokratizasl dalam
penyelenggaraan pemerintahan,
Setidaknya dalam konteks kasus
ketemagakerjaan dalam artikel ini harus
dupatl disiasati melalul penciptaan
model penyelenggaraan akuntabilitas
pemerintah daerah, baik dalam
perspiktil akuntabilitas politik,
maupun administrasi yang mampu
memotret peran dan kesetaraan fungsi
akitor-aktar vang terlibat dalam
pengelolian sekios ketenagakenaan di
tingkat lokal. Pengembangan maodel
tersebut Juga harus dibungkus dengan
prinsip inovasi, kemitraan, Reﬁimpilan
{profesionalitas) dam kebijakan yang
demakratis. Hal im penting mengimsgit
perubahan model pemerintahan daerah
yang terjadi saat inl  belum menjamin
tercapainya  kebutuban  masyarakat
lokal dalam mendapatkan kesempatan

kerja.
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